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PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, demi terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima
dan tercapainya tertib administrasi kependudukan di Kota
Pariaman serta untuk melaksanakan tuntutan Perubahan
dan ketentuan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan dan untuk mewujudkan
kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan
kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan
pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pariaman serta melakukan
monitoring dan evaluasi berkelanjutan mengenai Standar
Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Penetapan Standar Pelayanan
Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan lembaran
Negara Nomor 4187 );

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi
Kependudukan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tetang
PelaksanaanUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi
Kependudukan;

8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa
kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun
2013;

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
PengelolaPengaduan Pelayanan Publik;

10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2004 No. 119);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan
Masyarakat;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Publik;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010
dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang
PelaporanKematian dan Penyebab Kematian;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 8 Tahun 2016;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang
KartuIdentitas Anak;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019
tentangPelaporan Penyelenggaraan Adminduk;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang
Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96
Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi
Kependudukan;

23. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010
tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana
telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8
Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman,
sebagaimana dalam diktumKESATU meliputi;
I. SERVICE DELIVERY

a. persyaratan;
b. prosedur
c. jangka waktu penyelesaian;
d. biaya/tarif;
e. produk pelayanan;
f. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan

II. MANUFACTURING
a. Dasar hukum;
b. Sarana dan prasarana;
c. Kompetensi pelaksana;
d. Pengawasan internal;
e. Jumlah pelaksana;
f. Jaminan pelayanan yang memberikan

kepastianpelayanan dilaksanakan sesuai dengan
standar pelayanan;




